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TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

bahwa Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020,
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur
dimaksud;

bahwa penyesuaian dimaksud terkait dengan penambahan
pendapatan dan belanja daerah sebagai tindak lanjut Surat
Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia Nomor PR.04.01/1/2158/2020 Tanggal 17
Desember 2020 Perihal Rekomendasi Penambahan Anggaran
Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah sampai dengan Bulan
Desember 2020 Gelombang VI;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapakan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur
Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembara negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembara negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



Menetapkan :

23.

24.

25.

26.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 09Tahun 2020 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2020 Nomor 9);

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun
2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf b dan huruf ¢, angka 2 huruf a

dan huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1 PENDAPATAN

Semula Rp. 5.332.904.002.480,02
Bertambah Rp. 72.275.975.653,00
Jumlah Rp. 5.405.179.978.133,02
a). Pendapatan Asli Daerah

Semula Rp. 1.935.284.512.154,02
Berkurang Rp. 43.994.813.280,00
Jumlah Rp. 1.979.279.325.434,02
b). Dana Perimbangan

Semula Rp. 3.353.276.613.817,00
Bertambah Rp. 28.281.162.373,00
Jumlah Rp. 3.381.557.776.190,00
c). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Semula Rp. 44.342.876.509,00
Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Rp. 44.342.876.509,00



2 BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung
Semula
bertambah
Jumlah
1). Belanja Pegawai
Semula
Berkurang
Jumlah
2). Belanja Subsidi
Semula
Berkurang
Jumlah
3). Belanja Hibah
Semula
Bertambah
Jumlah
4). Belanja Bantuan Sosial
Semula
Bertambah
Jumlah

5). Belanja Bagi Hasil kepada
Prov/Kab/Kota dan Pemerintah

Daerah
Semula
Berkurang
Jumlah

6). Belanja Bantuan Keuangan

kpd Kab / Kota dan
Pemerintahan Desa
Semula

Berkurang

Jumlah

7). Belanja Tidak Terduga
Semula

Bertambah

Jumlah

b. Belanja Langsung
Semula
bertambah
Jumlah
1. Belanja Pegawai
Semula
Berkurang
Jumlah

2. Belanja Barang dan Jasa

Semula
Berkurang
Jumlah

3. Belanja Modal
Semula
Bertambah
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

3.283.995.497.539,77
28.281.162.373,00

3.312.276.659.912,77

1.436.984.603.562,46
0,00

1.436.984.603.562,46

318.000.000,00
0,00

318.000.000,00

869.777.721.600,00
0,00

869.777.721.600,00

17.603.190.000,00
1.800.000.000,00

19.403.190.000,00

655.968.915.075,00
0,00

655.968.915.075,00

358.087.500,00
0,00

358.087.500,00

302.984.979.802,31
26.481.162.373,00

329.466.142.175,31

2.194.137.726.642,88
43.994.813.280,00

2.238.132.539.922,88

135.119.082.134,00
0,00

135.119.082.134,00

1.416.603.548.338,38
0,00

1.416.603.548.338,38

642.415.096.170,50
43.994.813.280,00
686.409.909.450,50




3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Rp. 145.229.221.702,63
b. Pengeluaran Rp. 0.00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 145.229.221.702,63
Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0,00

tahun berkenaan

2. Lampiran [ dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang berupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
padatanggal 23 Desember 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd

H. ZULKIEFLIMANSY AH

Diundangkan di Mataram
padatanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135



